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Ringkasan—Traditional and centric approach which use
dedicated server to host e-Goverment applications makes
the cost of the solution becoming high, under-utilized
computing resources (inefficiency) and cannot fulfill
requirements to deliver fourth level deployment of
e-Government, regarding to its integrated services,
reliability, interoperability and availability. This research
provides a framework to implement cloud computing
for integrated and reliable e-Government system. Cloud
model has been developed. Its implementation platform
using open source software are also identified. Finally,
further research to realize this community-type of cloud
is challenged.

Index Terms—e-Goverment, cloud computing,
distributed system, information technology, pervasive
computing

I. PENDAHULUAN
EGELARAN infrastruktur telekomunikasi
dan internet ke seluruh wilayah Indonesia
dalam skema Program USO (Universal Service

Obligation) telah dicanangkan oleh Pemerintah
sejak tahun 2007 dan tahun 2009. Kebijakan ini
dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika nomor  11/PER/M.KOMINFO/04/2007
dan 48/PER/M.KOMINFO/11/2009[1, 2]. Dari Berita
Kominfo diperoleh informasi bahwa dengan flagshipnya
Desa Berdering, sampai Februari 2010 telah terpasang
25.176 desa berdering dan 100 desa pinter yang
sudah memiliki akses Internet. Visi Pemerintah untuk
mewujudkan 10 ribu Desa Pinter di tahun 2014, telah
dijalankan dengan memulai program PLIK (Pusat
Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan) di 5.748
ibukota kecamatan mulai tahun 2010[3].

Di atas infrastruktur TIK (teknologi
informasi dan  komunikasi)  berbasis  internet
tersebut, sistem e-Goverment baik sektor
G2G (government-to-government), G2B
(government-to-business), maupun G2C

(government-to-citizen). Sistem ini ditujukan untuk
menghantarkan pelayanan dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang transparan, efisien dan efektif.
Dampak sosio-ekonomi-kultural dari pemanfaatan TIK
tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat,
salah satunya adalah peningkatan nilai investasi daerah.
Sinombor dan Taslim menunjukkan bahwa implementasi
e-Government memberikan dampak terhadap kenaikan
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nilai investasi sebesar 61,3% tahun 2002-2005 di
Sragen[4].

Model pegelaran e-Government itu dijabarkan oleh
Layne dan Lee serta Chandler dan Emanuels[5,
6]. Dalam model tersebut, pegelaran e-Government
mempunyai empat tingkatan/level, mulai dari yang

paling dasar atau sederhana, yaitu sebagai berikut:

1) publikasi informasi lewat website sehingga
masyarakat dapat mengakses secara online
informasi dasar dan relevan yang disediakan
(information);

2) menyediakan

interaksi sederhana pemerintah

dengan masyarakat, misalnya melalui email
(interaction);
3) menyediakan layanan terintegrasi yang bisa

mendukung transaksi nilai pemerintah-masyarakat
(transaction and vertical integration); dan
4) mengintegrasikan layanan-layanan antar-kantor
pemerintahan (transformation and horizontal
integration);
Kunstelj dan Vintar menyatakan bahwa sebagian
besar negara di dunia, termasuk Indonesia, baru
menghantarkan ~ layanan  e-Government  sampai
level-2[7]. Level-2 ini relatif mudah diwujudkan,
yaitu dengan menyediakan informasi, form aplikasi dan
email. Heeks menemukan bahwa dari 40 lebih sistem
e-Government yang terpasang di negara berkembang,
terdapat 35% sistem gagal total, 50% gagal parsial dan
hanya 15% sistem yang berhasil[8].

Bagaimana menggelar sistem layanan e-Government
yang berkelanjutan di Indonesia? Apa dan bagaimana
platform dan framework sistem e-Government yang
tepat sehingga bahkan bisa mendukung hingga layanan
level-4 (tertinggi)? Makalah ini menyediakan framework
sistem produk-layanan e-Government terpadu berbasis
komputing cloud.

Pembahasan dalam makalah dimulai dengan uraian
penelitian terdahulu tentang implementasi e-Government
dan perkembangan teknologi terkini, yaitu komputing
cloud. Selanjutnya, framework cloud untuk e-Goverment
dibahas beserta prosedur mengimplementasikannya.
Pembahasan ditutup dengan mengemukakan tantangan
yang dihadapi dalam mengaplikasikan framework ini
untuk e-Goverment.

II. LANDASAN TEORI

Tantangan dan permasalahan pegelaran e-Government
di Indonesia telah diidentifikasikan oleh Rose dan
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Heeks[9, 10]. Isu permasalahan pegelaran e-Government
ini dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu manajemen,
infrastruktur dan sumber daya manusia pelaksana.
Secara umum, isu yang dihadapi dalam pegelaran
sistem layanan e-Government yang berkelanjutan dan
terpadu (layanan level-4) adalah sebagai berikut:

1) demografi penduduk dan pemerintahan yang
tersebar dan kaya nilai konteks lokal (sosial,
budaya, ekonomis) yang perlu ditonjolkan (isu
konten lokal);

2) beragamnya platform, infrastruktur dan perangkat
TIK tiap daerah (isu interoperasi dan sebaran
letak perangkat/server, serta sistem monitoring dan
sumber daya pelaksananya); dan

3) akses jaringan internet yang belum stabil (isu

kehandalan infrastruktur dan layanan, dan
dukungan sumber daya finansial)
Pendekatan tradisional dengan meletakan setiap

aplikasi e-Government daerah di atas server khusus
(dedicated server) menyediakan solusi yang mahal
(baik operasional maupun kapital), tidak skalabel dan
tidak elastis serta sumber daya komputing under-utilized
(tidak efisien). Pendekatan ini bersifat terpusat dan
services-separated. Satu atau dua server fisik untuk tiap
layanan. Solusi ini menyebabkan sistem ini tidak mampu
menjawab ketiga isu tersebut di atas dalam menyediakan
sistem terpadu untuk menghantar layanan e-Government
sampai level-4. Hal ini diperkuat oleh pernyataan
Rose tentang implementasi e-Government di Indonesia.
Rose menjelaskan bahwa tidak berkesinambungannya
sistem e-Government (level-2) salah satunya disebabkan
“Governments do not cover routine costs in their budgets
for operating and maintaining e-government’[9].

Pendekatan ~ menggunakan  komputing  cloud
meletakkan aplikasi dan layanan e-Government di
atas infrastruktur virtual berupa VM (virtual machine).
VM-VM ini dibangun di atas kluster-kluster komputer
beragam yang secara geografis tersebar dan dapat
diprovisi secara on-demand. Sebuah sistem manajer VM
menyediakan pemetaan aplikasi e-Government terpadu
ke sumber daya hardware fisik secara ofonomous,
dinamik dan skalabel. Adopsi komputing cloud ini
mampu menopang aplikasi e-Government dengan
jaminan kehandalan sistem, integritas data dan sarat
konten kearifan lokal.

Teknologi  komputing cloud dengan konsep
penyediaan sumber daya komputasi sebagai layanan,
telah dianggap sebagai paradigma baru dalam industri
TIK saat ini. Dengan mendasarkan konsepnya
pada beberapa bidang penelitian seperti SOA
(Service-Oriented Architecture), komputasi terdistribusi
dan grid, serta virtualisasi, sumber daya TIK dapat
dimanfaatkan secara efisien untuk menghadirkan
layanan dan aplikasi TIK terbarukan. Komputing
cloud itu sendiri mempunyai benefit yang membuatnya
berkembang menjadi pilihan platform bagi industri TIK
masa depan, seperti dinyatakan dalam laporan teknis
Ambrust, dkk[11].

Dengan konsep komputasi cloud ini, infrastruktur
yang dibangun dapat menopang berbagai model
bisnis industri TIK sebagai suatu layanan, yaitu
layanan aplikasi perangkat lunak, layanan platform
pemrograman, layanan ruang infrastruktur baik
komputasi, data maupun komunikasi, serta layanan
perangkat keras. Salah satu implementasi cloud ini
untuk layanan telekomunikasi di sistem R-NGN
(Rural-Next Generation Network) telah dijabarkan oleh
Widianto[12].

Teknologi terkait lainnya adalah peer-fo-peer
networking, overlay network serta algoritma routing.
Jaringan peer-to-peer dibangun oleh node-node yang
dapat berkoordinasi satu dengan lainnya secara
mandiri, tanpa bantuan server dan administrasi terpusat.
Jaringan ini mampu memberikan layanan penggunaan
bersama (sharing) terhadap sumber daya yang dapat
berupa komputasi, storage, atau bandwidth[13].
Jaringan overlay dibentuk oleh node-node setara yang
dapat berfungsi sebagai client dan server sekaligus
yang saling berkomunikasi satu-dengan lainnya
melalui link. Jaringan overlay ini adalah jaringan
virtual yang dibentuk oleh link komunikasi yang
dibangun oleh node-node yang terhubung melalui
jaringan fisik. Jaringan overlay, khususnya jaringan
peer-to-peer, menggunakan algoritma ruting tertentu
untuk membantu setiap node/peer untuk berkomunikasi
dengan peer lainnya. Mekanisme ruting tersebut
mirip dengan mekanisme ruting di jaringan IP, yaitu
memanfaatkan tabel ruting dan protokol tertentu untuk
melakukan update terhadap tabel ruting tersebut.
Sitepu telah merancang infrastruktur yang kokok untuk
digunakan dalam layanan telekomunikasi di daerah
rural[14]. Sistem jaringan overlay, peer-to-peer serta
algoritma routingnya ini mempunyai peran dalam
sistem e-Government untuk menyediakan sistem
yang terdistribusi baik aplikasi maupun data di atas
infrastruktur virtual yang dibentuk oleh sistem cloud.

III. RANCANGAN ARSITEKTUR

Sistem komputing cloud, yang merupakan sistem
terdistribusi, meletakkan aplikasi (dalam hal ini aplikasi
e-Goverment) di atas infrastruktur virtual berupa
VM-VM, yang dapat diprovisi secara on-demand[15].

Infrastruktur ~ virtual ini menyediakan pemetaan
aplikasi-aplikasi ke sumber daya hardware fisik
secara otonomous, dinamik dan skalabel. Pemetaan

aplikasi ke sumber daya fisik dilakukan oleh sistem
manajer mesin virtual.

Rancangan arsitektur sistem e-Government berbasis
komputing cloud diperlihatkan dalam Gambar 1.
Aplikasi-aplikasi cloud (e-government, e-Learning,
e-Health) dijalankan di atas VM. Tiga aktor berperan:
1) penyedia cloud yang mengelola infrastruktur, 2)
pengguna cloud/penyedia aplikasi e-Government dan 3)
pemakai/pengguna aplikasi.

Sistem e-Government yang dibangun di atas platform
komputing cloud mempunyai keunggulan yang akan
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Gambar 1.  Arsitektur fungsional sistem komputing cloud untuk

e-Government

menjawab isu-isu permasalahan tersebut di atas (isu
konten lokal, isu interoperasi dan sebaran server,
dan isu kehandalan sistem dan layanan) dibandingkan

pende

katan tradisional. Keunggulan sistem ini dapat

diuraikan sebagai berikut:

1y

2)

3)

Sistem dibangun di atas kluster komputer yang
beragam dan tersebar, yang saling terkoneksi
melalui jaringan internet membentuk satu
sistem terdistribusi. Bagi pengguna cloud
(pengembang aplikasi cloud), sistem cloud ini
terlihat sebagai satu sumber daya komputing
yang tak terhingga karena tersusun dari banyak
sumber daya komputing (komputer). Ini menjawab
masalah ke-2 terkait dengan keanekaragaman dan
sebaran platform, infrastruktur dan perangkat
beserta interoperasinya, dan masalah ke-3
terkait kehandalan sistem, yaitu sumber daya
tidak terpusat tapi terdistribusi. Di pendekatan
tradisional, sumber daya terpusat dan terbatas
pada fisik komputer serta interoperasi antar dua
sistem berbeda membutuhkan biaya setup yang
mabhal;

Kluster komputer ini dapat dibangun dengan
komputer komoditas dan/atau dari infrastruktur
yang sudah ada. Skalabilitas kapasitas komputing
sistem dapat ditingkatkan dengan menambah
komputer node ke jaringan sistem. Ini menjawab
masalah ke-3 terkait penghematan sumber daya
finansial untuk pengadaan, pemeliharaan dan
upgrading sistem untuk mencapai layanan level-4.
Pendekatan tradisional seringkali membutuhkan
pengadaan infrastruktur baru untuk upgrade sistem
dan/atau layanan;

Sistem menyediakan platform yang elastis, yaitu
mampu menyesuaikan terhadap kebutuhan sumber
daya komputing (processing/CPU, memori) dan
storage yang diperlukan oleh aplikasi-aplikasi
cloud (e-Government, e-Health, e-Learning).
Selain itu, sistem memungkinkan multi-tenancy,
yaitu beberapa aplikasi cloud dapat dijalankan

di atas satu hardware fisik yang sama. Ini
menjawab masalah ke-3 terkait efisiensi sumber
daya komputing (diukur dengan utility dan waktu
response) dan biaya operasional. Di pendekatan
tradisional, satu aplikasi diletakkan di satu
hardware fisik dan utilitasnya rendah;

4) Sumber daya fisik (komputer node) dalam
infrastruktur cloud dapat diletakkan di lokasi
yang diinginkan, misalnya di daerah. Mesin
virtual di komputer node ini dapat digunakan
sebagai host bagi aplikasi-aplikasi spesifik daerah.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aplikasi
cloud ini seamlessly untuk menyediakan layanan
e-Government yang kaya dengan nilai konteks
lokal (sosial, budaya, ekonomi). Ini menjawab
masalah ke-1 terkait konten lokal. Pendekatan
tradisional menempatkan aplikasi di server
penyedia hosting web;

5) Sumber daya komputing (VM) digunakan dan
dilepaskan sesuai dengan permintaan pengguna
cloud (on-demand) dan auto-layanan, yaitu
aplikasi-aplikasi cloud dari pengguna dapat
diletakkan di atas VM secara otomatis tanpa
interaksi personal dengan pengelola sistem cloud.
Hal ini berarti tidak ada interaksi langsung
antara pengguna cloud dengan infrastruktur
yang membangun cloud. Ini menjawab masalah
ke-2 tentang kemudahan pegelaran layanan dan
aplikasi e-Government dari sisi kebutuhan SDM
pelaksananya;

6) Infrastruktur  virtual dan  layanan-layanan
e-Government yang tersedia di sistem cloud
dapat diakses dengan mekanisme protokol internet
(web, ftp, p2p) menggunakan komputer standar
(baik thin- maupun thick-client). Ini menjawab
masalah ke-3 tentang ketersediaan dan aksesibility
layanan dan infrastruktur cloud. Sistem tradisional
tergantung pada plaftorm yang disediakan oleh
penyedia hosting web;

7) Ketersediaan dan aktivitas layanan dan sumber
daya dikontrol dan dimonitor oleh pengelola cloud,
yang diperlukan untuk metering, kontrol akses,
optimasi sumber daya, perencanaan Kkapasitas,
serta rewarding. Ini menjawab masalah ke-2 dan
ke-3 terkait monitoring dan kehandalan sistem;

IV. IMPLEMENTASI

Keunggulan komputing cloud ini dapat dimanfaatkan
untuk sistem e-Government sebagai platform dan
framework layanan e-Government terpadu, handal dan
berkesinambungan. Di atas framework ini layanan
level-4 untuk G2G, G2B dan G2C (single-entry
point, database sharing, distributed) dapat digelar.
Selain itu, platform sistem cloud dapat digunakan
oleh aplikasi-aplikasi produktif dan kreatif yang lain
seperti e-Business, e-Learning dan e-Health untuk
menghasilkan solusi TIK yang efisien (utilitas sumber
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daya tinggi), handal (downtime rendah, integritas data
tinggi, availability layanan) dan skalabel.

Komputing cloud merupakan teknologi yang
berkembang. Saat ini, sistem ini mampu menarik dunia
bisnis. Dunia bisnis ini mengarah untuk menyediakan
aplikasi / software yang dapat diakses di manapun
dan kapanpun. Model komputing cloud menjawab
kebutuhan tersebut dan menyediakan insentif yang besar
bagi penyediannya. Salesforce.com yang menyediakan
aplikasi business-to-business sebagai layanan lewat
web telah menghasilkan pendapatan sebesar US$ 1
milyar / annual di tahun 2008. Perusahaan lain yang
menyediakan layanan cloud ini di antaranya adalah
Flickr, Microsoft Online Services, Google Apps dan
Apple Mobile Me. Gardner memperkirakan pangsa
pasar aplikasi cloud (SaaS, Software as a Service)
di tahun 2013 sebesar US$150 milyar[16]. Provider
cloud ini didominasi oleh pemain-pemain besar seperti
disebutkan di atas, dan mempunyai target pengguna
cloud untuk entitas bisnis (korporasi, SME, personal).

Beberapa perusahaan start-up memulai aktivitas
bisnis solusi cloud computing dari hasil penelitian
dan pengembangan akademik dan FOSS, seperti
eucalyptus.com yang menyediakan eucalyptus enterprise
edition dan manjrasoft.com yang menyediakan Aneka
NET-based Enterprise Grid and Cloud Computing.
Eucalyptus merupakan pengembangan hasil dari proyek
riset di Computer Science Department at the University
of California, Santa Barbara di Desember 2008[17],
sedangkan Aneka adalah pengembangan hasil riset
di laboratorium Cloud Computing and Distributed
Systems (CLOUDS) University of Melbourne mulai
tahun 2008[18].

Upaya telah dilakukan untuk meletakkan aplikasi
berbasis web untuk institusi pemerintahan di atas
infrastruktur cloud, seperti di U.S (NASA, GSA), Eropa
(Digital Britain, EU Initiatives) dan Asia (Kasumigaki
cloud)[19]. Platform cloud berbasis opensource
juga tersedia, misalnya OpenNebula, Eucalyptus,
dan Nimbus. Software OpenNebula menyediakan
toolkit cloud computing, yaitu sebagai platform
Infrastructure-as-a-Service (TaaS)[20]. Software
Eucalyptus juga menyediakan platform komputing cloud,
TaaS[21]. Nimbus cloud toolkit telah diimplementasikan
di komunitas akademis, misalnya untuk aplikasi di
cloud Nimbus dan cloud Florida[22, 23, 24]. Software
opensource tersebut berjalan di atas sistem operasi
Linux dan mendukung teknik virtualisasi baik Xen,
KVM maupun VMWare. Interoperasi dengan cloud
publik dilakukan oleh platform ini menggunakan
API, misalnya dengan Amazon EC2. Platform cloud
opensource ini dapat digunakan untuk membangun
sistem cloud e-Government.

Dalam pengimplementasiannya, sistem e-Government
berbasis komputing cloud ini dapat melibatkan 3 (tiga)
pihak, yaitu:

1) akademik, yaitu perguruan
penelitian dan pengembangan

tinggi, lembaga

Dengan dibukanya framework sistem sebagai
FOSS dan tersedianya testbed, institusi akademik
dapat bersinergi dalam  komunitas cloud
e-Government melalui pengembangan model,
optimasi performansi dan framework cloud untuk
aplikasi lebih lanjut, misalnya e-Learning dan
e-Health.

2) pelanggan dan pemakai solusi, yaitu instansi
pemerintah pusat/daerah, dinas
Pemerintah memanfaatkan hasil-hasil penelitian
untuk membangun dan memelihara sistem
terpadu e-Government yang efisien dan efektif
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
dan memberikan layanan yang transparan dan
memuaskan kepada masyarakat.

3) industri penyedia sumber daya dan pengembang
aplikasi
Kebutuhan terhadap sumber daya komputasi
(infrastruktur fisik) dari sistem cloud, selain
dapat dipenuhi oleh pemerintah, juga dapat
dipenuhi oleh pelaku ekonomi daerah (koperasi)
yang menyewakan dan memelihara infrastruktur
tersebut. Kebutuhan terhadap aplikasi yang
semakin berkembang, akan memicu tumbuhnya
pengembang-pengembang aplikasi cloud lokal.

V. PENUTUP

Software opensource untuk komputing cloud tersebut
di atas ditujukan untuk membentuk cloud publik,
privat dan hybrid bagi enterprise. Sistem cloud
untuk e-Government ini unik, karena mempunyai tipe
pegelaran sebagai cloud komunitas[15]. Dalam cloud
komunitas, ketiga aktor adalah anggota komunitas, baik
pemilik sumber daya (provider cloud), pengguna cloud,
maupun pengguna aplikasi[25]. Cloud komunitas ini
berkembang untuk meniadakan kontrol vendor cloud
dan ini seiring dengan arah riset Ekosistem Digital.
Penelitian lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk
menghantarkan layanan dan aplikasi e-Government
dengan use case berbasis komunitas di atas sistem
komputing cloud yang dibangun menggunakan solusi
opensource.
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